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ABSTRAK

Hak tanggungan sebagai salah satu bagian dari hukum jaminan kebendaan
diharapkan mampu untuk manifestasi kepastian hukum dan kepastian demi
pelunasan kembali transaksi pembangunan ekonomi yang semakin pesat laju
perkembangannya, khususnya dalam fasilitasi pinjaman. Sebagai pranata yang
mengatur fasilitasi kredit, maka hak tanggungan memberikan kemudahan untuk
eksekusinya ketika debitor wanprestasi, dan pasca eksekusinya. Ada tiga isu
hukum yang dikaji dalam penelitian ini, yang meliputi: pertama, prinsip-prinsip
dalam pelelangan obyek hak tanggungan; kedua, karakteristik parate executie
dalam pelelangan obyek hak tanggungan, dan ketiga, prinsip-prinsip peralihan hak
dalam pelelangan obyek hak tanggungan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
undang-undang (statute approach), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan
mengakaji suatu peraturan perundangan-undangan, dan pendekatan konsep
(conceptual approach) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang
dikemukan oleh para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.

Penelitian ini dihasilkan pembahasan-pembahasan sebagai berikut ini.
Pertama, prinsip-prinsip pelelangan obyek hak tanggungan: 1. Kantor lelang
sebagai lembaga tunggal yang berwenang dalam pelelangan obyek hak
tanggungan. Pelelangan obyek hak tanggungan tidak boleh dilakukan selain
dihadapan pejabat lelang kelas | yang merupakan pegawai kantor lelang yang
ditunjuk oleh menteri keungan sebagai pejabat lelang kelas I; 2. kewenangan tidak
mutlak kantor lelang dalam pelelangan obyek hak tanggungan. Obyek hak
tanggungan dapat dijual secara di bawah tangan apabila debitor wanprestasi; 3.
pelelangan obyek hak tanggungan dilakukan secara fiat pengadilan dan non fiat
pengandilan. Untuk pelelangan obyek hak tanggungan secara fiat pengadilan,
kreditor tidak dapat mengajukan pelelangan secara langsung ke kantor lelang,
sedangan pelelangan non fiat pengadilan, obyek hak tanggungan dapat diajukan
lelalng secara langsung kepada kantor lelang. Kedua, karakteristik parate executie
dalam pelelangan obyek hak tanggungan: 1. pelelangan obyek hak tanggungan
tanpa campur tangan debitor. 2. pelelangan obyek hak tanggungan dilakukan
tanpa fiat pengadilan. dan 3. Permohonan Pelelangan Obyek Hak Tanggungan
Diajukan Sendiri Oleh Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pertama. Ketiga,
prinsip-prinsip peralihan hak dalam pelelangan obyek hak tanggungan: 1.
kewenangan untuk menjual obyek hak tanggungan oleh bank selaku kreditor. 2.
obyek hak tanggungan beralih dengan ditandatanganinya risalah lelang; 3. Risalah
lelang untuk balik nama di kantor pertanahan.

Kata kunci: - lelang
- obyek hak tanggungan
- perjanjian kredit
- parate executie
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ABSTRACT

Hak tanggungan as one part of the law should be able to guarantee the
material manifestation of legal certainty and certainty repayment for the sake of
economic development transactions is rapidly increasing pace of development,
especially in facilitating lending. As the institutions that govern credit facilitation ,
the hak tanggungan provides convenience for execution when the debtor defaults,
and post- execution. There are three legal issues that were examined in this study,
which include: first, the principles in the auction object of hak tanggungan,
secondly , the characteristics of the object in the auction parate executie hak
tanggungan, and third , the principles of transfer of rights in the auction object hak
tanggungan.

This research is a normative juridical approach to the law (statute
approach), this approach is performed by mengakaji a statutory laws and
regulations, and approaches the concept (conceptual approach) which refers to the
legal principles argued by scholars of law or doctrine - legal doctrine .

This study produced the following discussions of this. First, the object of
hak tanggungan auction has six principles: 1. Office of the auction as a single
agency in charge of the auction object hak tanggungan. Auctions object hak
tanggungan should not be done in addition to the auction before class | officials
who are employees of the auction office designated by the minister financial as
the official auction of class I; 2. authority is not absolute auctions in the auction
office objects hak tanggungan. Object hak tanggungan can be sold under the
counter if the debtor defaults; 3 . object hak tanggungan auctions conducted and
non- judicial fiat fiat pengandilan. For auction is a fiat object hak tanggungan
court, the creditor can not apply directly to the office of the auction the auction,
the auction non judicial fiat, object security rights can be submitted directly to the
office auction. Secondly, There are three characteristics of object- parate executie
in the auction of hak tanggungan: 1. auction objects without the intervention of
hak tanggungan debtors. 2. object auctions hak tanggungan done without a court
fiat. and 3. The auction object request hak tanggungan holder filed by creditor first
hak tanggungan. Third, There are three principles of transfer of rights in the
auction object hak tanggungan: 1. authority to sell the object of hak tanggungan
by banks as creditors. 2. object of hak tanggungan switch with the signing of the
minutes of the auction; 3. issuance of a certificate from the auction of hak
tanggungan objects.

Keywords : - Auction
- The object of mortgage
- Credit agreement
- Parate executie
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